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DEPARTEMEN HUKTUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-1762. AH.01.02 Tahun 2008

TENTANG
PENGESAHAN Y AYASAN
MENTERT HUKUM DAN HAK ASAST MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca @ burat permohonan dari Notaris Ingnd Lannywaty, SH nomor 321 7/SP-YYS/ILTV/2008
tanggal 04 April 2008 penthal permohonan pengesahan Akta pendiraian Yavasan Bhakti
Pertiwi Indonesia vang diterima tanggal 24 April 2008;

Menmmbang Bahwa sctelah dilakukan  penclitian  terhadap Akta Pendinan Yavasan vang  di
sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia. akta tersebut telah
memenuhn svarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. schingga
dapat disahkan:

Mengingat . |, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yavasan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20001 Nomeor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor 4132) juncte Undang-undang Republik Indonesia
Momor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun
2000 tentang Yavasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
115. Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4430):

2. Surat Keputusan Dircktur Jenderal Admumistrasi Hukum Umum  Departemen
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26 HT 0110 TH
2004 tanggal (6 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendinan dan
Persctujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yavasan,

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA | Memberikan Pengesahan Akta Pendirian

YAYASAN BHAKTI PERTIWI INDONESIA
NPWP : (02.314.078.3-017.0(0)

berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan Akta Nomor 218 tanggal 31 Maret 2008 vang
dibuat olch Notans Ingrid Lammvwaty, SH berkedudukan di Jakarta,

KEDUA o Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditctapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2008

An. MENTERI HUKUM DAN
DIREKTUR 1§

ASAST MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
AINISTRASI HUKUM UMUM
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